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ABSTRAK

Raja Abadi Surya Halomoan Siagian. 202210115182. ‘“Pengaturan Dan
Pengawasan Hukum Penyelenggara Investasi Aset Kripto Terhadap Investor Di
Indonesia”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat investasi kripto di
Indonesia yang tidak diimbangi dengan kepastian hukum serta perlindungan
investor yang memadai. Permasalahan utama terletak pada bagaimana pengaturan
hukum terhadap penyelenggara platform kripto serta bagaimana bentuk
pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada penyelenggara atas
kerugian investor, khususnya dalam masa transisi pengawasan dari Bappebti ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimana pengaturan penyelenggara platform investasi kripto terhadap investor
menurut hukum positif di Indonesia; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban
hukum penyelenggara platform kripto terhadap investor dalam praktiknya saat ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis
secara kualitatif dengan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaturan kripto di Indonesia mengalami pergeseran dari rezim komoditas
di bawah Bappebti menjadi bagian dari sektor jasa keuangan di bawah pengawasan
OJK. Meskipun secara normatif terjadi penguatan dalam aspek perlindungan
konsumen dan prinsip kehati-hatian, dalam praktik masih ditemukan kelemahan,
terutama terkait mekanisme ganti rugi, penggunaan klausula baku, serta adanya
potensi regulatory gap pada masa transisi. Pertanggungjawaban hukum
penyelenggara dapat dimintakan melalui mekanisme wanprestasi dan perbuatan
melawan hukum, serta sanksi administratif oleh regulator, namun efektivitasnya
masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan yang
optimal bagi investor.

Kata kunci: kripto, pertanggungjawaban hukum, perlindungan investor, OJK,
Bappebti



ABSTRACT

Raja Abadi Surya Halomoan Siagian. 202210115182. “Legal Regulation and
Supervision of Cryptocurrency Investment Platform Providers for Investors in
Indonesia ™.

This research is motivated by the rapid growth of cryptocurrency investment in
Indonesia, which has not been accompanied by adequate legal certainty and
investor protection. The main issue lies in how cryptocurrency platform providers
are regulated and how legal liability can be imposed on them for investor losses,
particularly during the transition of supervisory authority from Bappebti to the
Financial Services Authority (OJK). The research problems are: (1) how the legal
framework regulates cryptocurrency platform providers in relation to investors
under Indonesian positive law; and (2) how the legal liability of cryptocurrency
platform providers is implemented in practice. This study employs a normative
juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The legal
materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed
qualitatively through a descriptive normative method. The findings indicate a
regulatory shift from a commodity-based regime under Bappebti to a financial
services framework under OJK supervision. Although there is a normative
strengthening in terms of consumer protection and prudential principles, practical
challenges remain, particularly regarding compensation mechanisms, the use of
standard clauses, and the existence of potential regulatory gaps during the
transition period. Legal liability may arise through breach of contract and tort
mechanisms, as well as administrative sanctions imposed by regulators; however,
their effectiveness still requires further enhancement to ensure optimal investor
protection.

Keywords: cryptocurrency, legal liability, investor protection, OJK, Bappebti
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